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KEPALA DESA CANDIWULAN
KECAMATAN'ADIMULYO
KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA CANDIWULAN
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG
PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CANDIWULAN

bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk,
perumahan penduduk dan aktifitas kegiatan J/usaha
penduduk telah menyebabkan menurunnya kualitas
lingkungan hidup di Desa Candiwulan;

b. bahwa masyarakat Desa Candiwulan menyadari pentingnya
dilakukan upaya pelestarian lingkungan hidup untuk
menjamin kesejahteraan masyarakat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa
Candiwulan tentang Pelestarian Lingkungan Hidup;

Menimbang : a.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3046);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3419);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

—
.

Mengingat
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10.

11.

12.

13.

(lbserbi};‘:r:bl:;{;a:a liepublik Indonesia ’I‘ahun'2009 Nomf:)r
’ mbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5073);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4851);

Und.ang~Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S5059);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5068);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan
dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 3469, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan
Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daecrah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
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g:;:le{:ntah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

anaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun
2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Provinsi Jawa
Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 4);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 34 Tahun
2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 34, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 73);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun
2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Nomor 107);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CANDIWULAN
dan
KEPALA DESA CANDIWULAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN

HIDUP.
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1.
2,

3.

o h

Desa adalah Desa Candiwulan.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Desa.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal
usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepala Desa adalah Kepala Desa Candiwulan.

Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Candiwulan.

Rembug Desa adalah musyawarah untuk mengambil keputusan tentang
lingkungan hidup dan mengevaluasi program kerja tahun sebelumnya yang
Pesertanya terdiri dari beberapa elemen masyarakat Desa Candiwulan yang
terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

(1)

(2)

Lembaga Desa, Pengurus RT, Pengurus RW
“'anita.
Orang adalah perseorangan, kelompok orang dan/atau Badan Hul
Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang den Sy
i, dan makhluk hid gan semua benda, daya,
_ 1dup, termasuk manusia dan perilaku
mempengaruhi alam itu iri B e T
. . sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan
kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain ’
Perlmddungan dcflﬂl’ pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan
terpadu yang. lfikukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan
mencega.h].tcr_]'admya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan,
pengawasan dan penegakan hukum.
Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk

» tokoh masyarakat dan kader

Kon:.;erv.:;lsi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk
menjamin pemanfaatan secara bijaksana serta menjamin kesinambungan
ketersedianya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai
serta keanekaragamannya.

Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk
hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh
kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang
telah ditetapkan.

Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan
perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia,
dan/atau hayati lingkungan hidup, sehingga melampaui kriteria baku
kerusakan lingkungan hidup.

Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak
langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup, yang
melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan
masyarakat, baik yang berbentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau
wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia
secara bijaksana dalam kehidupan demi kelestarian lingkungan hidup
dimana semua bentuk kearifan lokal ini dihayati, dipraktekkan, diajarkan
dan diwariskan dari generasi ke generasi sekaligus membentuk pola perilaku
manusia terhadap sesama manusia maupun lingkungan.

BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Desa tentang Pelestarian Lingkungan Hidup ditetapkan dengan
maksud untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk
menjaga dan melestarikan lingkungannya dari pencemaran dan kerusakan
sehingga kelestarian lingkungan hidup tetap terjaga.
Tujuan ditetapkannya Peraturan Desa ini adalah:
a. melindungi wilayah Desa dari potensi pencemaran dan/atau kerusakan

lingkungan hidup;
b. menjamin kualitas kesehatan masyarakat;
C. menjamin tetap berlangsungnya pelestarian lingkungan hidup yang

didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dan budaya lokal;
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d. mengendalikan pemanfaatan sumber daya al
c.

(1) Kepala Desa menyelengg,

\ X am secara bijaksana; d

mengendalikan be i Jaxsana; can

kclcftarian oo lf}mgm aktifitas pembangunan dengan tetap memelihara
. gst lingkungan bagi kesejahteraan masyarakat

BAB 111
PERENCANAAN

Pasal 3

arakan Rembug Desa untuk menyusun perencanaan

mengenal upaya pengelolaan pelestarian lingkungan hidup yang menjadi
suatu kearifan lokal di Desa paling sedikit sekali dalam satu tahun anggaran,
yang diselenggarakan sebelum Pemerintah Desa menyusun rancangan
Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

(2) Rembug Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas tentang

permasalahan pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis kearifan
masyarakat lokal yang meliputi:

a.

b.

menggali jenis-jenis pengelolaan lingkungan hidup yang menjadi kearifan
lokal di Desa;

pemetaan lokasi yang rawan pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan;

pembentukan kelompok kerja penanganan permasalahan lingkungan,
serta menetapkan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya;

. penyusunan agenda kegiatan perbaikan dan pemulihan lingkungan yang

berbasis kearifan lokal,

menetapkan hasil Rembug Desa ke dalam program kerja pengendalian
lingkungan hidup pada Pemerintah Desa; dan

menyusun anggaran pendukung program pengendalian lingkungan hidup.

BAB IV
PENGENDALIAN LINGKUNGAN

Pasal 4

Pengendalian pada lingkungan pemukiman penduduk dilakukan dengan
mewajibkan setiap kepala keluarga senantiasa menjaga lingkungan melalui
upaya:

a. pengendalian lingkungan di kawasan pemukiman penduduk meliputi:

1.

w

membuat saluran pembuangan air limbah atau penampungan agar tidak

mencemari lingkungan dan tetangga;
membuat jamban keluarga/WC untuk menghindari BAB sembarangan;

. membuat tempat pembuangan sampah sendiri dan/atau kelompok;

menanam tanaman obat keluarga di lingkungan rumahnya minimal lima
jenis;

. menanam pohon buah di halaman rumahnya bagi yang mempunyai

lahan;

?

. membuat sumur resapan atau lubang resapan biopori untuk menampung

limpasan air hujan;

- mengelola limbah peternakan yang dihasilkan supaya tidak mencemari

lingkungan;
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g. mendorong penggunaan kemasan r .
. amah lingkun d :
penggunaan kemasan plastik gan dan mengurangi
candiwulan. Pada rapat-rapat dan pertemuan di Desa

elestarian adat-istiadat sog;
b, ?_ e eatartlan o gjfc?rllagl-?ol;:if masyarakat dilakukan dengan upaya:
2. melestarikan adat merd; desa ,
kegiatan tasyakuran, pengajian,
anak yatim piatu; dan
3. mengadakan acara sadranaqn
kepada Tuhan Yang Maha Kua

(sedekah  bumi) dengan mengadakan
pentas hiburan kesenian dan santunan

pada bulan ruwah sebagai rasa syukur
sa.

Pasal 5

Pengendalian lingkungan di kawasan lahan tegalan/tanah kering dilakukan

dengan upaya:

a. mewajibkan setiap pemilik area te
produktif; dan

b. setiap penebafxgan pohon langka dan hampir punah harus melapor serta
mendapatkan izin dari Pemerintah Desa.

galan untuk menanami dengan tanaman

Pengendalian lingkungan yang menyangkut tanaman warga juga harus
berwawasan keamanan dan tidak membahayakan manusia ataupun tempat
tinggal. Yaitu dengan tidak menanam pohon besar atau tahuan di pinggir rumah
sendiri atau orang lain dan pinggir jalan/batas pekarangan karena situasi cuaca
alam dapat mengakibatkan roboh atau tumbangnya pohon akibat angin topan
ataupun banjir. Kerusakan akibat kejadian tersebut ditangung oleh pemilik
pohon dengan rembug lingkungan dan keluarga.

Pasal 6

Pengendalian lingkungan di kawasan lahan persawahan dilakukan dengan

upaya:

a. mendorong petani untuk menggunakan pupuk yang berimbang, sedapat
mungkin menggunakan pupuk organik pada setiap proses pemupukan
sawahnya untuk menjaga tingkat kesuburan tanah sawah;

b. melarang memburu dan membunuh ekosistem sawah untuk menjaga
keseimbangan alam,; .

¢. menghimbau petani untuk melakukan pergantian pola tanam dalam 1 (satu)
tahun dengan sistem P3 (Padi-Padi-Polowijo) agar secara alamiah kesuburan
tanah tetap terjaga;

. menghimbau penggunaan pestisida secara bijaksana dan tidak berlebihan;

e. pengambilan tanah sawah hanya boleh dilakukan pada lokasi yang
mengalami kesulitan air irigasi dan pengambilan tanahnya harus dengan izin
dari pihak Pemerintah Desa.

Pasal 7
Pengendalian lingkungan di kawasan jalan dilakukan dengan upaya:

a. melarang pemotongan/penebangan pohon turus jalan tanpa izin dari
Pemerintah Desa;
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melarang warga masyarakat membuy .
9 sepanjang area jalan Desa; “18 sampah dan kotoran apapun di
membangun saluran air/drainage di sepanjang i

; jang jal ian:

melarang tindakan memaku pohon turus jala ng-J an Desa dan pertanian;
menanam pohon turus jalan untyk penghiiauan di N

o . an ;
enjalin kerja sama dengan 1o ) di sepanjang jalan Desa; dan

A mbaga pecinta |j ; )
berpartisipasi dalam penanamapn dan p ingkungan hidup untuk

Perawatan tanaman turus jalan.

— o an

pengendalian lingkungan di saluran irigasi dilakukan dengan upaya:

o melarfing perburuan atau Penangkapan mahluk hidup apapun di saluran
irigasi yang dapat membahayakan keselamatan manusia dan dapat
MERSE s o sematian ikan dan/atau mahluk hidup yang ada, misalnya
menggunakan apotas, racun pestisida, alat strum, menembak dan metode
lain yang dapat merusak lingkungan dan habitatnya;

b. melarang warga masyarakat membuang sampah dan kotoran hewan serta

Suang Alr Sesar Sembarangan (BABS) yang dapat menimbulkan pencemaran
di sungai dan saluran irigasi;

c. melarang kegiatan yang menyebabkan saluran irigasi terhambat;

d. melakukan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang limbahnya
diperkirakan dapat menimbulkan pencemaran irigasi;

e. melaporkan kepada Pemerintah Desa apabila ada keresahan masyarakat
terhadap setiap jenis pencemaran lingkungan.

BABV
TUGAS, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA

Pasal 9

Tugas, kewajiban dan tanggung jawab warga masyarakat baik secara bersama-
sama dalam kelompok atau sendiri-sendiri sebagai pelaksanaan dalam
mengoptimalkan pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis kearifan lokal
adalah:

a. memberikan saran dan masukan di dalam penyusunan perencanaan dan
pengendalian serta pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis kearifan

b. ;;t?’mengawasi dan mengantisipasi terhadap orang yang diduga dapat
mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau ke'rusakan lingkungan;

c. wajib menanam tanaman buah-buahan .seba}gal “tetenger” p.ada lahan
pekarangan/areal jalan/tempat lain yang disediakan oleh Pemerm.ta.h Desa
pada setiap kelahiran bayi atau pada saat pengurusan surat kelahiran/akta

d. };:i]l;zi'ta(:;agibit tanaman produktif sebanyak 2 (dua) batang Pohon kepada
Pemerintah Desa pada setiap proses pengurusan persyaratan nikah.

Pasal 10

Tugas, kewajiban tanggung jawab lembaga kemasyarakatan dalam pelestarian
lingkungan hidup yang berbasis kearifan lokal:
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a.

mendorong upaya untuk melestarikan kearifan lokal yang ada di masyarakat;
ikut berkontnbu.m memfasilitasi kegiatan yang merupakan bentuk kearifan
Jokal yang ada di masyarakat; dan

mengawasl d‘an mfemehhara untuk melestarikan pengelolaan lingkungan
hidup berbasis kearifan lokal yang ada di masyarakat.

Pasal 11

Tugas, Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Desa dalam pelestarian
lingkungan hidup berbasis kearifan lokal:

a.

b.

menjalin hubungan dan kerja sama dengan pemerintah dan/atau pihak lain
dalam rangka pelestarian lingkungan hidup;

melaksanakan mediasi dan memfasilitasi penanganan kegiatan pelestarian
lingkungan hidup berbasis kearifan lokal dari masyarakat;

menyediakan papan informasi tentang himbauan dan larangan dari
ketentuan yang diatur di dalam peraturan desa;

membina, mendorong dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam
mempertahankan pengelolaan lingkungan hidup berbasis masyarakat lokal;
menyusun rencana kerja dan anggaran untuk pelaksanaan pencegahan,
penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup;

menyediakan informasi mengenai lokasi yang mempunyai potensi dampak
seperti daerah yang rawan longsor dan lokasi-lokasi yang rawan pencemararn
dan/atau kerusakan lingkungan; dan

menjadwalkan waktu untuk koordinasi dengan kelompok pengawas yang
membidangi dalam pengendalian lingkungan hidup berbasis kearifan lokal

minimal setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 12

Tugas, kewajiban dan tanggung jawab Kelompok Pengawas yang merupakan
barisan terdepan di dalam upaya pelestarian lingkungan hidup adalah:

a.

bersama masyarakat melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup di setiap
area yang menjadi tanggung jawab masing-masing kelompok;
membuat perencanaan untuk area masing-masing kelompok;
memantau /mengawasi dan melaporkan kondisi area masing-masing kepada

Pemerintah Desa; dan
melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa sesuai jadwal yang diatur

setiap 3 (tiga) bulan.

BAB VI
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 13

Agar upaya pelestarian lingkungan hidup berbasis kearifan lokal dapat terwujud,
maka Pemerintah Desa menyediakan sarana dan prasarana antara lain:

a.

memasang papan informasi yang berisi larangan dan himbauan di tempat-

tempat yang strategis;
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nemasang peta informasi daerah yang berpotensi rawan mengalami
b. panjir /pencemaran /kerusakan lingkungan;
menyediakan pos pelayanan pengaduan permasalahan lingkungan hidup

s vang berbasis kearifan lokal.

BAB VI
BIAYA

Pasal 14

Untuk membiayai kegiatan pelestarian lingkungan hidup berbasis kearifan lokal
pemerintah Desa mengupayakan:

menganggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

menggali dana dari partisipasi masyarakat dan pengusaha; dan
mengupayakan bantuan melalui usulan proposal kepada Pemerintah
Kabupaten Kebumen, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah
Republik Indonesia.

a.
b.
c.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 15

(1) Pengawasan terhadap Kkegiatan pengelolaan lingkungan hidup berbasis
Kearifan lokal dilaksanakan oleh Perangkat Desa yang ditugaskan oleh

Kepala Desa.
(2) Pengawasan dilakukan berdasarkan laporan masyarakat maupun lembaga

lingkungan hidup maupun hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan.
(3) Hasil pengawasan dilaporkan kepada Kepala Desa dan untuk ditindaklanjuti.

Pasal 16

(1) Kepala Desa membentuk Pokwamas (kelompok pengawasan masyarakat)
untuk melakukan pengawasan di lingkungan wilayah kerjanya.
(2) Pembentukan Pokwamas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan

dengan keputusan Kepala Desa
(3) Hasil pengawasan Pokwamas dilaporkan kepada Kepala Desa melalui

Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa.

BAB IX
LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 17

Setiap Orang di Desa dilarang:
4. membuang limbah rumah tangga, oli, limbah industri, obat-obatan
insektisida /herbisida ke saluran irigasi secara langsung;

Dipindai dengan CamScanner




-10-

b. i
; g:::g:::mg sampah tidak pada tempatnya;,
. an sengaja ¢
" | gaa melakukan perburuan terhadap ular, burung, tokek dengan
enembak atau cara lain; | |
d. mencari ikan dengan ¢

ara meracun dan .
e. inerusak é menyetrum;

tanaman  penghij
' é ghijauan dan tanaman peneduh jalan yan
menyebabkan kematian tanaman; dan/atau " J o

f.  melakukan kegi _
lingkungan. cglatan usaha yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan

Pasal 18

(1) Es)et'alp”Orang yang m(.:langgar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
aS§ huruf a dikenai sanksi berupa membersihkan saluran irigasi sampai
ber§1h dan mengembalikan saluran tersebut seperti semula.

(2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 huruf b dikenai sanksi berupa membersihkan lokasi pembuangan
sampah tersebut sampai bersih kembali.

(3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 huruf ¢ dikenai sanksi berupa kewajiban melepaskan kembali, dan
dalam hal hewan tersebut mati wajib mengganti 2 (dua) kali lipat jumlah
hewan yang sama atau bernilai setara untuk dilepaskan ke alam;

(4) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 huruf d dikenai sanksi dilaporkan kepada pihak yang berwajib
untuk diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau
melakukan penebaran bibit ikan pada lokasi tempat pelanggaran dilakukan
dengan mengganti sebanyak 3 (tiga) kali lipat dari jumlah yang didapatkan
dengan batas waktu maksimal 14 (empat belas) hari terhitung sejak orang
yang bersangkutan mengambil ikan dengan cara yang tidak benar;

(5) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 huruf e dikenai sanksi mengganti tanaman pohon sebanyak 5 (lima)
kali jumlah tanaman yang dirusak dengan ketinggian minimal 1 (satu)

meter untuk ditanam di turus jalan;

(6) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 huruf f dikenai sanksi dilaporkan kepada pihak yang berwajib
untuk diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Kepala Desa menerapkan sanksi kepada setiap Orang yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
Sanksi yang diberikan berdasarkan laporan yang dapat dibuktikan

kebenarannya dan sesuai dengan jenis pelanggarannya.
Pelaporan bisa dilakukan oleh warga Desa Candiwulan melalui Pokwamas.

(1)
(2)

(3

—
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’ BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Desa ini mulai berlaky

mengetahuinya, memerintahkan
penempatannya d

pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang

pengundangan Peraturan Desa ini dengan
alam Lembaran Desa Candiwulan

Ditetapkan di Candiwulan
pada tanggal 23 Oktober 2020

KEPALA DESA CANDIWULAN

Diundangkan di Desa Candiwulan Kecamatan Adimulyo
pada tanggal 24 Oktober 2020

SEKRETARIS DESA CANDIWULAN,

|
o

Sy
\“"“'JAﬁéID[

LEMBARAN DESA CANDIWULAN KECAMATAN ADIMULYO KABUPATEN
KEBUMEN TAHUN 2020 NOMOR 9.
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RMUSYAWARATAN DESA (BPD )

TAN ADIMULYO KABU
: PATEN KEBUMEN
NOMOR : 9/KEP/BPD/2020

TENTANG
PELESTSIééAN LINGKUNGAN HIDUP
A CANDIWULAN
KECAMATAN ADIMULYO, KABUPA’I:EN KEBUMEN
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD ) DESA CANDIWULAN,

Menimbang

Mengingat

KECAMATAN ADIMULYO, KABUPATEN KEBUMEN

a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk,
perumahan penduduk dan aktifitas kegiatan/ usaha
penduduk telah menyebabkan ~menurunnya kualitas
lingkungan hidup di Desa Candiwulan;

b. bahwa masyarakat Desa Candiwulan menyadari pentingnya

dilal\tukan upaya pelestarian lingkungan hidup untuk
menjamin kesejahteraan masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa
Candiwulan tentang Pelestarian Lingkungan Hidup;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3046);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi

Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3419);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5073);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan

Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Dipindai dengan CamScanner




10.

11.

12.

13.

Nomor 69, T4
» lambal )
Nomor 4851), 'an Lembaran Negara Republik Indonesia

Undang-

Perlindi:grj,::‘gg Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Negara Re b'm Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Publik  Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,

Tambahan |
5059); mbaran Negara Republik Indonesia Nomor

Undang-
P:rclix::igu rlljg‘:l(:mlih Nomor .41 Tahun 2009 ter.xtang
(Lembaran Nepar af}; PCrta:nlan dan Pangan Berkelanjutan
140, Tambahi abeepubhk Indonesia Tahun.2009 Nom(')r
Nomor 5068); n mbaran Negara Republik Indonesia
g::m]‘{g;gndang Nomor: I Tahun 2011 tentang Perumahan
\wasan  Pemukiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 3469, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
';;glb)ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5494),
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679),;
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan
Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6321);
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14. Peraturan Daera insi
2007 tentang P " Prov.msl Jawa Tengah Nomor 5 Tahun
g Pengendalian Lingkungan Hidup Provinsi J
Tengah (Lemba ing idup Provinsi Jawa
ran Daerah Provinsi J T h
2007 Nomor 5, Tambah awa Tengah Tahun
Tengah NOmor’4); ahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
15. P
2(e)lialturtan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 34 Tahun
Kabu entang - Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah
i;embpatm Kebumen Tahun 2011 Nomor 34, Tambahan
16. P aran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 73);
-le'la;Uran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun
” tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
idup (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Nomor 107);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan
KESATU Menyetujui dan menyepakati bersama Rancangan Peraturan Desa
Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup Desa Candiwulan Kecamatan
Adimulyo  Kabupaten Kebumen Tahun 2020 untuk ditetapkan
menjadi Peraturan Desa.
KEDUA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Candiwulan
_Pada Tanggal : 22 Oktober 2020

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA CANDIWULAN
KETUA

ool

YULIA FLUR INDARTL

TEMBUSAN:  Disampaikan Kepada Yth :
Kepala Desa Candiwulan.
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BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERM USYAWARATAN DESA CANDIWULAN

Pada hari ini Kami .
bertempat di Baql:;'?)mn%‘ﬂl (lga puluh dua bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh
diadakan Rapat }3'1 l ¢sa )Candlwulan Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen telah
masalah: at Badan Permusyawaratan Desa Candiwulan dalam rangka membahas

Rancangan Peraturan Desa tentang Pelestarian Lingkungan Hidup

:1:};’;:11;1;)(}:(})11 :l pim anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Candiwulan tersebut
‘ c¢h kata sepakat mengenai - i i a peserta
sebagai berikut : genai pokok-pokok hasil pembicaraan para p

Dengan Kesimpulan hasil rapat BPD dapat Menyepakati Peraturan Desa tentang

Peraturan Desa tentang Pelestarian Lingkungan Hidup Tahun 2020
Desa Candiwulan Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini kami buat untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Candiwulan, 22 Oktober 2020

BADAN; PERMUSYAWARATAN DESA
e X ) o KEi’rUA

LT M

" YULIA FLUR INDARTL
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DAFTAR HADIR ANGGOTA BPD

WAT : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA : CANDIWULAN
KECAMATAN - ADIMULYO
KABUPATEN : KEBUMEN
TANGGAL : 22 Oktober 2020
KET ERANGAN :
1. Jumlah anggota : 5 orang
2. Hadir ¢ Sorang
3. Tidak hadir : - orang
4. Qorum :  Memenuhi
“No. | Nama Jabatan Tanda Tangan
[ YULIA FLUR INDARTI [Kctua 1 quaﬂ‘

2 | IKSAN RIFQI HERMAWAN | Wakil Ketua 2 ’if

3 ’ DEWI ARIANTI Sckretaris 3 .
1 of }W&
’ L
4 | BIBIT WIDIYANTO Anggota 4 ;
)
I C 4 ‘
: /=34 |

Candiwulan, 22 Oktober 2020

wn

5 | LILI SURYANI Anggota

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
— - KETUA

YULIA FLUR INDARTIL. !
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